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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987

A. Konsonan Tungg

No I:}:_géf eterangan
1 |
2 <
3 <
4 <
ST
k dibawah

11 3 zai z -
12 o sa’ S -
13 - syin sy -




14 o sad S es dengan titik di bawah
15 8’2 dad d de dengan titik di bawah
16 b ta’ t te dengan titik di bawah
17 b za’ z zet dengan titik di bawah
¢ koma terbalik di atas
4
S

B. Konsonan Ra , ditulis lengkap

& A1 ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Vi



Contoh: ,ed\ 8y : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: BcUo Talhah

Jika Ta’ Marbutah diik sandang “al” dan bacaan kedua

kata itu terpisah ma itu ditransliterasikan dengan

66h’9

Contoh:

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No \ Tanda Vokal \ Nama \ Huruf Latin \ Nama
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1 g Fathah a a

2 Kasrah i 1

3 ' Dammah u u

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

viii




Tanda

No Vokal Nama Latin Nama
1 ! Fathah dan alif a a bergaris atas
2 SO a a bergaris atas
3 S I bergaris atas
4 | 9T u bergaris atas

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukharty dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.




4. Billah ‘azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

oV, : ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang me

Contoh:

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf

kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan



penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.
Contoh:

10 Akl

lahi al-Amr Jami‘a

ah ditransliterasikan de

| tengah atau di

o) agle ol : Ihya’ ‘Uliim al-Din

L. Penulisan Kata

Xi



Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan

kata lain yang mengikuti

Contoh :

oy e khair al-Razigin

rangkaian

- ditulis syaikh al- ikhul Islam.
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ABSTRAK

Mukhlis, Muhammad. 2024. Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik Di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif Figh
Siyasah. Skripsi. Dosen Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah Republik
Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun
electronic government for e good governance yang terintegrasi mulai dari
tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Penerapan e-government
kenyataannya memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan
publik. Ini merupakan hal baru yang perlu mendapat dukungan dari semua
pihak dan ini juga belum mendapatkan kajian dari sisi hukumnya yaitu
terkait pandangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan urusan
pelayanan publik yaitu dalam prinsip siyasah syar’iyah yang disebut
siyasah idariyah.|Salah satu daerah yang menerapkan e-government adalah
kabupaten Pekalongan, akan tetapi di Kabupaten Pekalongan belum
sampai pada tujuan yang sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun
2003 tersebut. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi pemeringkatan e-
government Indonesia (PeGIl) menunjukan bahwa peringkat Kabupaten
Pekalongan berada diurutan ke 32 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
per tahun 2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian penelitian
yuridis empiris. Bendekatan penelitian.yang digunakan da enelitian ini
i perundang-undangan (statute approach Pendekatan

proach). Peneliti membahas meng Bagaimana
Pelaksanaan es Nomor 3 Tahun 2003 dii Dindu Kabupaten
Pekalongan erta*““bagaimana’ Tinjauan Figh" Si Terhadap

mor 3 Tahun 2003 di

sesuai
kualitas Tayana
teknologi informasi ukcapil Kabupaten
Pekalongan terhamb na, infrastruktur, dan
sumber daya manusia. Pelayanan publik melalui e-government belum
memenuhi standar kecepatan, keprofesionalan, dan kemudahan aturan
seperti yang diharapkan dalam figh idhariyah, meskipun pelayanan
konvensional telah berjalan dengan baik.

Ul penggunaan

Kata kunci: E-government, Figh Siyasah, Pelayanan Publik.
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ABSTRACT

Mukhlis, Muhammad. 2024. Electronic Based Public Services in
the Pekalongan Regency Dindukcapil Perspective of Siyasah Figh. Thesis.
Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

In facing the challenges of the era of globalization, the government

of the Republic of Indonesia has taken the initiative to create policies to
build integrated electronic government for good governance from the
regional government level to the central level. The implementation of e-
government actually has a positive impact on improving public services.
This is a new thing that needs to receive support from all parties and this
has not yet been studied from a legal perspective, namely regarding the
views of Islamic law, especially those related to public service matters,
namely in the principles of siyasah syar'iyah which is called siyasah
idariyah. One of the regions implementing e-government is Pekalongan
district, however, Pekalongan district has not yet achieved the goals
outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003. This can be seen
from the evaluation results of the Indonesian e-government ranking (PeGlI),
showing that Pekalongan Regency is ranked 32nd out of 35 regencies/cities
in Central Java as of 2017. This legal research is empirical juridical
research. The research approaches used in this research are the statutory
approach and the case approach. Researchers discuss how to implement
Presidential Instruction Number 3 of 2003 in the Pekalongan Regency
Dindukcapil Office? and what is the review of Siyasah Figh on the
Implementation of Presidential Instruction Number 3 %2003 in the
Pekalongan Regency Dindukcapil.
W [ )ie research results stated that the development of e-government
in accordance with Presidential Instruction Number 3 of 2003 aims to
improve the quality of public services effectively and efficiently through the
use of information technology. However, implementation in the
Pekalongan Regency Dindukcapil District is hampered by a lack of
facilities, equipment, infrastructure and human resources. Public services
through e-government have not met the standards of speed,
professionalism and ease of regulation as expected in figh idhariyah, even
though conventional services have been running well.

Keyword: E-government, Public service, Siyasa Figh.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah yang bersih umumnya berlangsung di negara yang

masyarakatnya menghormati . Pemerintahan yang seperti ini

juga disebut sebagai baik (good governance).

komponen

t ketiadaan

emenuhi prinsip cl

rupakan tugas: utam dari sosok
ai abdi negara dan a t. Tugas ini
telah j n dalam pembukaa ang Dasar
Negara nesia Tahun 1945 ali n diperjelas

n secara langsung,

pemenuhan ke
merupakan ko dalam berbagai
kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi yang berhaluan finansial
atau bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi

pemerintahan.

! Lihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003.
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Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah
Republik Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk
membangun electronic government for e good governance yang
terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat,

tujuannya adalah infrastr yang akan dibangun dapat

erkoordinasi oleh seluruh

p/M,PAN/1/2003
ik Internet di Lingku
dan Un Nomor 11 Tahun 20
serta Undang-Undan

Pemerintah

formasi dan
ahun 2008
Informasi Publik, d

onesia memiliki u

upaya untuk

han yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-

government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja

2 Richardus Eko Indrajit. “Konsep dan Strategi Electronic Government” Tahun
2016.
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dilingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan
teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan perintah di Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-government.®

Dalam penerapan pe an E-Government sesuai dengan

Inpres Nomor 3 Tahu b daerah sudah dilaksanakan

n provinsi maupun

, efisien, cepat, da manfaatnya

ampang dalam meng

asinya.

overnment kenyataan an dampak

positif an layanan publik. Ini | baru yang
perlu ngan dari semua pi juga belum
dari sisi: hukumnya pandangan

alternatif unt
prinsipnya sesua baik yang diterapkan
di negara Indonesia. Pada prinsip-prinsip Siyasah Syari ’yah mengelola
masalah-masalah yang terkait dengan Pemerintahan Islam yang

menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya

3 Lihat Penjelasan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government.
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kemadharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan
dengan ketentuan syari’at Islam. Dalam Siyasah Syar’iyah memiliki
beberapa prinsip, termasuknya yang mengatur kedalam administrasi

negara (Siyasah Idariyah).*

Idariah merupakan suatu cara

am mengelola admin i tahan tentu

pemimpin seperti oleh nabi

erti bunyi kaidah “T m Manutun

bahwa “kebijakan se in terhadap

g pada kemaslah tersebut

jalan yang paling ma

an terintegrasinya
pemerintahan daerah dengan pusat dan menjadi suatu tujuan yang baik
ketika berjalan sesuai dengan harapan yang tertuang dalam Inpres

4 Muhammad Igbal, “Figh Siyasah”, (Jakarta : Gaya Media Pratama), h. 24.
5 Abdul Mudjib, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih”, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), h.
61.
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Nomor 3 Tahun 2003 yaitu terciptanya pelayanan publik yang efektif
dan efisien. Salah satu daerah yang menerapkan e-government adalah
kabupaten Pekalongan, akan tetapi di Kabupaten Pekalongan belum

sampai pada tujuan yang su ituangkan dalam Inpres Nomor 3

| hasil evaluasi pemeringkatan

Pekalongan
oleh Dinas

aian aplikasi SIMPE dak secepat

bayangkan, bahkan ah mengisi
dahal sudah

indaklanjuti

on sama sekali hamp

aupun perencanaan

lebik baik dari pada aspek kelembagaan maupun kebijakan, dalam
artian ketiga aspek ini cukup baik sudah ada perencanaan, tersedianya

aplikasi-aplikasi untuk pelayanan publik dan tersedianya infrastruktur

Shttps://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wp-content/uploads/2017/07/HASIL -
PEMERINGKATAN-EGOV-KAB_KOTA-2017.pdf

" Wawancara tentang Penggunaan Aplikasi Simpel Kepada M.Salafuddin di Desa
Sapugarut Kecamatan Buaran Pada Tanggal 4 Agustus 2023.



https://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wp-content/uploads/2017/07/HASIL-PEMERINGKATAN-EGOV-KAB_KOTA-2017.pdf
https://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wp-content/uploads/2017/07/HASIL-PEMERINGKATAN-EGOV-KAB_KOTA-2017.pdf
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yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, namun
dukungan dari kelembagaan masih rendah. Padahal masyarakat
menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efisien yang diberikan
pemerintah daerah. Maka pemanfaatan teknologi informasi pada
pemerintahan atau yang disgbut dengan istilah e-government

diharapkan mampu menjadid tas pelayanan yang diharapkan

dan diingkan masyara
Untuk itu enelitian Pelayanan
Publik Be [ il Kabupaten

siyasah terhadap
03 di Dindukcapil

Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaaan Penelitian
1. Teoritik
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Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi
akademis mengenai pelayanan publik berbasis elektronik di
dindukcapil kabupaten pekalongan perspektif figh siyasah serta
berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian
selanjutnya.
Praktis

a. P
e-
Kabupaten Pekalo
alam_Instruksi Presi ahun 2003
akan dan Strategi N
b. dudukan dan Penc Kabupaten
itu dapat'menjadi ba ntuk waktu

dapat berkontribusi
pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendalami
tinjauan figh siyasah terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government dalam pelayanan publik di
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pekalongan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu
an pertimbangan pada setiap

kaji terlebih dahulu karya-

Agar dapat menjadi

penelitian, seseorang pe
karya ilmiah orang- eneliti sesuatu hal yang

terkait dengan Referensi tersebut

antara lain

No Persamaan T_eorl yang
digunakan
1. Persamaannya i good

adalah
melakukan
penelitian
mengenai . e-
government di
Dinas
Kependudukan

Dina
Kependuduka
dan  Penca
Sipil  Kabupaten menggunakan
Lombok Barat sudut pandang
tahun 2019”8 hukum Islam.

8 Dinda Nursah Yasti, “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic
Govenrment di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat
Tahun 20197, Skripsi, Fakultas Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah

Mataram, Lombok, 2020.
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yang
“Faktor

Dalam
Sistem

Sosial
Genera
(SIKS
Kabui
Gowa

2. | Penelitian
Muhammad Nur
pada tahun 2021

Penerapan
Government

karya

berjudul
Sukses
E-

Progam
Informasd

Kesejahteraa

Persamaannya
adalah
melakukan
penelitian

e_
di

mengenai
goverg
Dig
pudut
Pencatata
Bipil.

Perbedaannya
adalah
penelitian
karya
Muhammad
Nur tidak
menggunakan
dut pandang
m Islam
erapan
Qr 3

(&
Inpré
Fahun

gka
0 ian
ya ak
n

me

Teori
pelayanan
publik.

Gov
Dalam

Penel 8 ki

Peningkatan
Pelayanan Publik

nada

Pada Dinas
Penanaman
Modal dan

Persamaannya
adalah
melakukan
gnelitian
g
r

iay
e
2Nneg nya
da Dinas
Penanaman
dan

Modal

Pelayanan
Terpadu Satu

Teori

® Muhammad Nur, “Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Progam
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa”,
Skripsi, Fakultas IImu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar,

2021.
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Penelitig
Herlin;
tahun
berjuc
“Pensd
Gove
Melal
Pind

Pelay
Infor
Pengs
Kabu

Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Kota
Pekanbaru.”*?

g 11

y |
a

pada
s, -’

)

slakukan
penelitian

Pintu
sedangkan
penelitian
yang akan
objek
penelitiannya
gitu  Dinas

gndudukan

I atatan

Perbeds Teori sistem
ah informasi
ian manajemen.

ka erl

mengenai

government.

e-

tida
me
sud
huk
dan
Inp
Ta
Sed
penelitial
yang

U e

aka
aNda

Islé
erag]
OMO

20(
an

0Qukd
flu

Ik slam

an Brapan

npres nomor 3

Tahun 2003.

10 Kurniawati, “Analisis Pelaksanaan E-Government Dalam Peningkatan
Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas llmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Riau, 2020.

1 Herlina, “Penerapan E-Government Melalui Progam Pindu (Pusat Pelayanan
Informasi dan Pengaduan) Kabupaten Pinrang”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2019.
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5. | Penelitian karya | Persamaannya | Perbedaannya | Teori
Ismail pada tahun | adalah adalah pelayanan
2022 yang | melakukan penelitian publik, teori e-
berjudul penelitian karya Ismail | government,
“Penerapan E- | mengenai  e- | menerapkan e- | dan teori
Government government di | penerapan.
Pelayanan Publik tingkat
di Kecamatan

Bacukiki  Bara
Kota Parepare’,

ng digunakan untuk i ang diambil
n sebelumnya yang i kan di atas
publik.

Penelitian ini titi an Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan

12 |smail, “Penerapan E-Government Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki
Barat Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022.
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Sipil Kabupaten Pekalongan. Konteks pembahasannya yaitu
menjelaskan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pekalongan serta menganalisis dari kajian figh siyasah.

Kerangka Teoritik
Teori yang di u analisis dalam penelitian
ini antara lain yait i ri hukum administrasi

i tersebut adalah

publik dapat diar pemberian

ni) keperluan oran

rakat yang
tingan pada organisa: ngan aturan
ara yang telah ditet imana telah
dahulu bahwa peme hakikatnya

kepada masyarakat. krasi publik

ui sistem, prosedur

dan metode i kepentingan orang
lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah
mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau

dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat
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kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang
direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.'3

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian merupakan salah satu dari tujuan

tindakan-hukum terte hukum pun

mewujudkan prinsi persamaan

tanpa adanya diskri

yang erat dengan asa

kepastian hukum m

disilogismeka denga

umat manu

penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang
kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,

18 Muhammad Sawir, “Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori, dan
Aplikasi”, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 90.

14 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, (Jakarta : Ul Press, 1984),
h. 133.
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guna mewujudkan  kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin
timbul dalam kehidupan bergrasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang dijalaninya.’®

Menurut | , objek kajian figh siyasah

bijaksanaan

yyah (kebijaksanaan

yyah (kebijaksanaan gara).

tian adalah pandanga ai suatu hal

agai pijakan berfik dak dalam

yuridis empiris.*®

Penelitian penelitian  hukum
sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara

lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

15 Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Figh”, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 5.

16 Syarial Dedi, dkk, “Figh Siyasah”, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), 17.

17 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), h. 254.

18 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum ”, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 134.
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yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.’® Atau dalam
istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat

dengan maksud mengeta n menemukan fakta-fakta dan data

yang dibutuhkan.

yang diteliti adalah b
sekaligus | tema se

s (case approach)

unakan pendekatan

3.  Sumber Data

a. Sumber Data Primer

19 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), h. 15.

2 Jhony lbrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative”,
(Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.
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Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari
Dindukcapil Kabupaten Pekalongan sebagai sumber pertama

dengan melalui pe lapangan?!. Memperoleh data

primer dari pe n dapat dilakukan dengan

ini rolen dari

yaitu.. teknik p data yang

dengan cara pengum umber yang

buku;. literatur, d asi  seperti

upun informasi pimp aga tentang

an serta pendapat d akar hukum
evan dengan objek ka

lainnya.?*> Dalam

bersifat auotoritatif,?* artinya mempunyai otoritas atau

2L Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), h. 254,

2 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h.17

23 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2003), h. 1.

24 Tatang M. Amirin, “Penyusunan Rencana Penelitian”, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 132.
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kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan .25 Dalam penelitian ini, sumber
hukum pri nakan yaitu UUD RI 1945,

Tahun 2003 Tentang

ng pada kali.ini meng
ukum Sekunder
han hukum sekunder
ublikasi tentang huku merupakan
-dokumen | resmi.
buku-buku teks, ka

kum, ' komentar-ko

ng hukum

I, artikel, buku, dan
lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan

ensiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah

%5 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h.
181.

% Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1998), h. 195.
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terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan
memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.
Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam

penelitian ini bj erdiri dari beberapa buku-buku

mengenai konomi, sosiologi, filsafat,

engumpulan..data
atu dengan. wawanc

memberikan jawaban

eneliti dan studi ke

han tertulis seperti
kaitan dengan peneliti
ini

merupakan proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media
lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang

27 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h.
204,

28 Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 15.
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yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman
(guide) wawancara sehingga didapat data informatik yang
otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu Dinas

Kependudukan dan Pgfieatatan Sipil Kabupaten Pekalongan

wancara dilakukan dengan

ar, catatan harian, sej
u karya-karya orang
5. Te ata

ata merupakan usah

teks maupun gam

disajikan,

menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif,
yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penjelasannya adalah sebagai berikut® :

2 Burhan Bungin, “4dnalisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 10.

30 Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan
Tindakan ”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.



40

a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif
dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang
tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data

sehingga narasi saji at dipahami dengan baik, dan

mengarah pada t dipertanggungjawabkan.

n informasi yang
tuk menarik

n data pada

alam bentuk

tatif pada umumnya
dilengkapi matriks, k, jaringan,

skema, ilustrasi, dan

n untuk dianalisis pat mudah

m penyajian data ya [ kan kali ini

bentuk narasi.

ulan

secara te
H. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang

terdiri dari:
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Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan
Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori pelaynan publik, teori
kepastian hukum, dan teori figh giyasah.

Bab ketiga, berisi h itian. Bab ini berisi pelaksanaan

Inpres nomor 3 Tahun il Kabupaten Pekalongan.

nutup yang memua

bahasan.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Pengembangan e-government sesuai dengan Inpres Nomor 3

Tahun 2003 tentang Kebijgkan dan Strategi Pengembangan e-

Government untuk  mengembangkan

penyelenggaraan berbasis (menggunakan)

si. Dalam. pelaksana

capil Kabupaten Pe

1, hal init dikarena aktor-faktor

rti sarana dan prasa i ktur hingga

dilakukan

Pekalongan hi apa yang menjadi
indikator pada figh idhariyah. Walaupun dilihat dari sisi
pelayanan yang tidak berbasis elektronik, Dindukcapil Kabupaten

Pekalongan sudah melaksanakan dengan baik.

42
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B. Saran

1.

Aturan mengenai E-government di Dindukcapil Kabupaten
Pekalongan sebaiknya dilakukan perbaikan mengenai sarana dan
prasarana serta infrastruktur yang memadai. Hal ini tidak terlepas

dari dampak positif adanya e-government jika diterapkan di

Pekalongan i jalisasi oleh jajaran
aktor pendukung
dah aplikasi
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Wawancara dengan Dedi Guslandika, Pada tanggal 4 Juni 2024.
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LAMPIRAN
A. Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana alur secara hisforis mengenai adanya Aplikasi

Simpel di Dindukcapil Kab Pekalongan ?

2. Bagaimana respon masyarakat mengenai adanya aplikasi
3.

4 ai aplikasi simpel
5. engenai e-

an tetapi dalam din pekalongan

katakan belum_ mak enjalankan

?

ncara Masyarakat

49



50

B. Dokumentasi
Wawancara dengan Bapak Isyro’i Kepala Sekretariat
Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, di Dindukcapil
Kabupaten Pekalongan, Pada tanggal, 3 Juni 2024, Jam 14.00

v WW‘IB.

|
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